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ABSTRAK

Saat ini setiap negara menerapkan berbagai rupa sistém ekonomi vang ceniderung liberal
dan mengadopsi ckonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang ada saat ini ternvala tidak
mutlak liberal tetspi mengizinkan peran negara dengan tinakat vang berbeda-beds.
Indoncsin menerapkan hal im dengan mengizinkan peran pemerintih yvang bertujuan
mengkordinusikan upaya ckonomi vang individeal dan vang bersama untuk mencapai
Tofuan  bersama (e socif prrposel. Sebagal nepars vang  berdsolat  dan
berpartisipasi aklif dalam pasar persaingan imemnasional maka Indonesia telah memilih
untuk ikut tefjun dalam pasar persaingan. Sikap ini dibuktikan dengsn mempersiapkan
hebijakan persaingan (campetition peliey) yang lebih Jelas dan pro investas] seria
memberiakukan penegakan Hukum Persaingan melalui Undang-Undang Nomor § Tahun
1999 melalui Komisi Penpawas Persaingan Usaha (KPPU). Kebijakan persaingan yang
ditetapkan oleh pemierintah yang sekarang tentu disesuaikan dengan kondisi dan
perekonomian Indonesia saat ini serta aturan eule of low vang berlaku dalam pasar
persaingan intemasional

Kata Kunci : Indonesia, persgingan internasional
undang.” Dalam kebijukannya pemerintah

memiliki peran ekstensif dalam bidang
perekonomian tetapi sering kebijakan itu

1. PENDAHULUAN

Banvak fakior ang

mempenzarufi terjadinya krisis ekonomi
pada talwm 1998, salah saw diantaranya
adalah budaya persaingan. Persainpan
adalah budaya vang dianggap tidak sesuai
dengan budaya masyarakat Indonesia.
Tidak mudah melakukan  perubahan
perilaku sesudah melakukannya selama
30 tahunlebih di bawah rezim Orde Baru.
Temyata tpada sctiap sistern ckonomi
yang diterapkan tidak dibarengi dengan
adanya kebijakan persaingan
(competition policy) vang jelas.! Dalam
hal ini kebijakan vang dimaksud adalah
lebih daripada sckedar peraturan atau
undang-undang karcna menctapkan suam
pola yang diharapkan akan
memberikanlandasan  kepada  beniuk
peraturan  pelaksananya, yaim  undang-

' Achmad Shauki, “Masslah Persaingan di
Indonesia”™, paper pada Seminar FEUI “Sumbangzan
Pemikimn FEUT pads Feformasi dsn Pemulihen
Ekonomi™, Movember 1998,

bersifar sepihak dan hanvadinikmati oleh
golongan tertentu” Peran ftu terlihat
dalam  pemberian  kemudahan  atay
fasilitas persetujuan bagi beberapa pelaku
usaha yang kemudian pada
akhirnyamelahirkan praktik monopoli.*
Saat terjadinya krisis ekonomi
dipandang sebagai momentum (entry
point) untok  melakukan  berhawai
deregulasi dalam duma ekonomi. Pada
bulan JTanuari 1948 Indonesia
menandatangani serangkaian Lerter of
Intent (Lo}  dengan  International
Monetary Fund {IMF) sebagai upaya
mempercepal - berakhirmya  krisis. IMF
menyorol beberapa kebijakan ekonomi

Flesnor Fox, Memorandum Kepoce Pembuar
Kebijaikam di indonesia. 1999
Rizal Mallarangeng dalam Mard Pangesiu
eLai.. opgil, hal.x.
? Kwick Kian Gic. Soa BSermimpl Jodi
Kennplomert, PT Gramedis Pustaka

Uhiama Takarta, 1993, halaman 886




atan peraturan vang dianggap schagai
penyvebab dan  distorsi  pasar  yang
dilakukan oleh kelompok usaha di
Indonesia’ Loi sebagal syaral program
IMF berisikan 50 butir memorandum
merupakan serangkaian deregulasi yang
segera  dilakukan pemerintah  yang
menyangkut bidang ekonomi Termasuk
dalam upava ecomomic recovery ind
adalah deregulasi yang berhubungan
dengan mater penmdang-undangan ire
mengendi  bidang  perckonomian  dan
dunia usaha . Beberapa di antara butir-
butir  kesepakatan Lenter of Intemt
tersebul vang menventuh langsung dalam
persaingan usaha adalah (3 16 November,
pemerintah menyusun Strategi ambisius
untuk relirmast strutural vang bertujuan
untuk membawa ekonomi kembali ke
arah periumbuhan vang cepat dengan
mengubah  ekonomi biaya tinggi ke
ekonomi vang lebih terbuka, kompetitif
dan efisien. Untok mencapal perubahan
itu strategi yang  ditujukan  untuk
liberalisasi perdagangan dan  investasi
asing, deregulasi kegiatan domestik dan
memporeepat program  swastamsasi.
Pemerintah sudah menviapkan stratepi
ckonomi  vang lebih  terbuka dan
meningkatkan  daya saing  dengan
mencabul monopoll Bulog untuk produk
gandum, kedelai bawang putih. Importir
diperkenankan menjual seluruh  produk
ini di pasar dalam neopgeri, kecuali
gandum. Untuk mempermudah
penyesuaian ongkos bagi petani, tarif
yang saat ini masih dibatasi 20% akan
diturunkan sampai 5% pada tahun 2003.
Tindskan  konkrt loinnya  adalzh
penghapusan  Harga Pedoman Sctempat
(HPS) semen scria kebebasan peduacang
produlk-produk pertanian seperti cengleeh,
Jeruk dan vanilauntuk membeli, menjual
komoditasnya tanpa ada batasan wilayah
dan pembubaran BPPC bulan Juni 1908,
Dari  berbasa)  undang-undang
vang diperlakukan salsh satunya yang
menyangkil tentang pengawasan proses

U Wolfpung  Kartie ctal Divfame:  undang
Larangan Prattek Monopoli das Persaingan Tidak
Supee, (T Dweperinag dan Lemibagn Petekajion
Hukum Exkonomi UL 2O, halaman 96

i,
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mekamisme  pasar  dan kebijakan
persaingan acdalah dengan
memperlakukan Undang-Undang Nomer
5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakiek
Monopali dan Persaingan Usaha Tidak
Schat (sclapjumya disebwt dengan UL
Mo, 571999, Substanst undang-undang
inl mengatur lentang Larmnean Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat  termasuk  pembentukan  Komisi
Fengawas Persalngan Ussha (KPPU)
scbagai pengawas penggakan Hukum
Persaingan di  Indonesiaz.  Tujuan
UlNo.5/199%adalah  untuk memberikan
“level pliving feld” wau kesemipatan
vang sama bapi pelaku usaha untuk
berusaba, bersaing dan masuk ke soam
pasar.” '

Scbagaimana discbutkan dalam
pasal 2 dam 3, wvaitu menjamin
kepentingan  umuin, — meningkatkan
kescjahteraan rakyatl, mewuiudkan iklim
usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang schat schingga
menjamin adanya kepatian kescmpatan
berusgha yang sama bagm pelzku wsaha
besar, keeill dan menengah, mencegah
praktik monopeli dan persaingan usaha
tidak sehat dan rerciptanya efektivitas dan
ciisiensi dalam kegitan usaha

UL MWOSN929  tokus pada

perlindungan kepentingan umurm,
kescjahterasn  rakydal  serta  efisiensi
nasional  (maximation  of  consumer

welfare’ and efficiency)” yang diharapkan
tercapal melalui proses persaingan yang
kompetitif. Indonesia  sendin  secara
khusus mengikutsertakan beberapa tujuan
lainnya termasuk perlindungan terhadap
usgha kectl den menengah atau tidek
mendorong terjadinya kansentrasi
kekuatan ekenomi secara berlebihan di
tangan beberapa pelaku pasar saja,
menghilangkan peraturan pemerintah
vang tidak efisien serta memberikan

* B Shyam Kheminl, 4 Framowort Lor the
Dresign and fmpiémentation of  Competigee Lo
amd  Pafrcy, World  Bang  Weshipgon ([
DSALOECD. Paris, taspa Lihum

T CHostary . of  fedusiriol  OreoniEgiion
Ecomemics and Compeition Law. Engiish Version.
DECTY, Parss, 199 hal 10

" bid.. halaman 24,




Kesempatén yang sama untuk bersaing
dan masuk pasar.’ Penepasan terhadap
(ujuan  undang-undang  penting  Karens
akan berpenparoh lerhadap ekonomi,
perdagangan. hepangan, industri, politik
chonomi atau sisterm shonomi yang akan
diterapkan olch nesara tergebur,”

IL SIKAP INDONESIA DI TENGAH
PERSAINGAN INTERNASIONAL

Sebagaimana. dinyatakan  pada
saal Ministreal Meeting to the APEC
Summit 2004 babwea tanpa melibar sistem
ekopomi  vang  bagsimanapun  yang
diterapkan olsh suatu negars maka setiap
negars bergerak kearah yang sama varu
persaingan plobal  dan iberalisas
perdagangan hebas'' Berarti bila saw
negara gagal bersumg secara kompetitif
maka negara tersebut akan gagal
mendapatkan kesempatan  menigkatkan
perekonomiannyadi tengah pasar global.
Bila gda negara yang gapal, maka negara
lain akan segera akan mengambil
kesempatan ferscbut.  Sehaliknva  bila
berhasil memenangkan pasar globalmaka
keberhasilan  diindikasikan  dengan
peningkatan GNP (gross  mational
product) perkapita.

Bagi banyak negara herkembang
yang disebut dengan emerging economies
persaingan global diartikan  dengan
peningkatan  keungpulan  komperitif
(competitive advanrage), lebih besamya
gkses dan kesempatan sama masuk ke
pasar global.”" Fenomena di ams juga
dialami oleh Indonssia sebagai nesara
yang sedang  memperbaiki  kineda
perckonomiannya. Indonesia berada pada
suatu  fase yangy menarik dicerma
defzan  berbagai  konsekuensi  vang

? U No.5/1999Fasal 2 3ayat (b,c).

" Robert H.Bork, Mhe Anfitrust Paradax
Apalicy 2 War wirh Itvelf, Basic Books Ini. WNew
Yook 1978, hathaman 15-19,

" Harun Kompas, ASEAN Berencona Menjad
“Pasar Tumgmmal”, 7 oktober 2005

? Samuelsom & Nordhsuss, op.il, halanau
Al

" Robert S Main &Chartes W, Baird,
Elementraf’  Microvconomics, West  Publishing
Company, 1981, hatanmn 98
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dihadapinya. Berbagai pendapat
menyatakan bahwa ikut dalam liberaliszasi
perdagangan dan menérapksn ckonomi
pasar berarti fuga mepsyaratkan adanya
pemeriniahan vang efisien. penegakan
bk dam jaminan adarva
suasanapersaingan  vang  kondusif. ®,
Indomesia vang  dikategorikan schaga
salah satu emerging economies” sedang
dalam trunsisi  keluar dari  hoisis
multidimensi menuju pemenintaban yang
lebih demokratis dan ekonomi yang lebih
baik.

Pilihan terhadap kebifakan dan
keputusan administrasi tentu dipengaruhi
budava perilaku, sertz nilai-mlal yang
hidup di tengah masyarakat suatu negara.
MNegara dengan budava individualistis
lebih mudah mengadopsi persaingan dan
kebijakan persaingan bebas sedangkan
negara denganbudava komunal lebik
memilih kebijakan perdagangan yang
sifatnva  sentralistis: dan  mengizinkan
campur tangan pemerintah  dalam
perekonomian  yang  signifikan.'
Demikian pula Indonesia vang telsh
melihat  perbandingan pilihan  yang
dilakukan oleh negura-negara lain dalam
kondisi ekonomi yang hampir serupa.'’
Indonesia menetapkan kebijakan
berdasarkan sistem ekonomi yang sesuaj
dengan melihat  budaya, siabilitas,
pertumbuhan serta kebijakan ekonom
vang dijalankan oleh pemerintah."
Indonesia yang masuk dalam proses
plobalisasi dalam rangka berpartisipasi
dalam pasar intemasional dengan halus
mienpgunakan istilah  “deregulasi”
dibandingkan dengan istilah “liberalisasi™
yang mengandung penerapan ekonomi
yang berbasiskan mekanisme pasar dan

™ The Jakarta Post, APEC Summit 2004 and
Regional Trode Agreememts; Thursday, 23
Movemiber 2004,

' M.Scth, Formulating Antitrust Policy in
Emerging Feonomies, 86 Georgetown Law
Jpumal, November 1997, halaman 451,

* Philip Kotler, Somkid Jatuspiritak snd Suvit
Maesinees, op.cil, hefaman 50,

" Marian Kompas, Prospek Perchonomian
Gilobal 2004, 16 Januari 2004,

' Harian Kowpas, Demokrasi Tat Seedar
Mengitbat Konstitusi, 29 Desembar 2004,




kompetisi liberal. Langkah ini disebut
dengan penyesuain tahap pertama (first
order  adiustment).  Selanjutnya  yang
menank adalah penyesuaian tahap kedua
{(second order adiustmeni) yaitu dampak
atay akibat terjadinya ekonomi yang lebih
liberal dan pro-pasar, Pormasalahan
mengenai  kerentanan  perckonomian
lokal, kesiapan institusi ekonomi polink
dan vyang torpenting adalah kebijakan
distribusi kesejahteraan yang berakibat
terhadap masyarakat,'”

Dilihat dari pandangan kebijakan
persaingan maka meningkatnya integrasi
ekonomi dunia scjalan dengan globalisasi
berarti  meningkat pula  intensitas
persainag. Transaksi yang melampaui
batas-batas  negara  mengakibatkan
kebijakn perszingan suatu negara dapat
berakibat pada pasar global keseluruhan.
Bahkan dalam ckonomi internasional
diperkenatkan adanya effects doctme
yaitu : otoritas yang membidangi
kebijakan persaingan dapat melakukan
tindakan menentang segala  macam
hentuk pembatasan  persaingan vang
berdampak pada persaingan i setap
pasar dalam neperi, tanpa memperhatikan
di mepara mana praktik-praktik  vang
merugikan persainzan lersebul.™ Sebagai
konsckuensi ikut dalam persaingan global
ditandai dengan memberlakukan undang-
unidang Hukum Persaingan dan kebijakan
persaingan.Apalagi  Indonesia  telsh
mengikuti kesepakamn GATT dan WTO
maka menerapksn  dan menegakkan
undang-undang  Hukum  Persaingan
menunjukkan sikap bahwa sebagaimana
negara lainnyva, Indonesia Letag
berpartisipasi sebagai negara yvang ikut
dalam persaingan pasar global.

Sebapai  perbandingan  banvak
negara di dnia dengan sstem ekonomi
pasar telah memiliki  undang-undang
Hukum  Persaingan dan LINCTAD
(Limited Norems Conferemce om Irade
amd  Developmrent)  menecatal bahwa
sampal saa1 ini welah ada dekstar 30 fima

" Mar Pongesia ctal ledowesio damn Taswwn
Finnami  (ilokal.  Center  for  Smamegne and
imernationsl Studivs, Jikarts, 2003, halaman i

* Henning Klode op.cit. helaman 46,
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puluh) negara di dunia yang telah
mengadopsi  undang-undang persaingan
usaha dalam sistern  hukum  nasional
mereka diantara  tahun  1980-1990."
Diberbagat  negara  istilahnya  cukup
bervariasi, ada yang menyebutnya
Antitrustfaw  scperti Amerika  Serikat
ataw Competittion Law di Uni Eropa
retapi pada uwmumnya seluruh undang.
undang Hukum Persaingan di berbagai
negara di dumia hanya terfokus pada
tujuan vang sama, yaitu anlara efisiensi
dan kesejahteraan umum.™ Berbagai
negara yang telah melaksanakan undang-
unang pérsaingan usaha juga kemudisn
memilih kebijakon persaingan usaha yang
varatif dan terlihat bahwa efisienst dan
kesejahteraan umum (dalom  hal  ini
adulah konswnen) merupakan winkan
utarna dari kebijakan maupun undang-
undang Hulum Persaingan;

Menurut laporon bahwa indeks
persaingan kompetitif Indonesia
meningkat pada tahun-tahun terakhir.
Indonesia menduduki ranking ke 69 dari
| 34 negara vang diteliti pada tahun 2004
untuk kategori perkembangan kompetitif
dan nomor 44 dari 103 dalam  hal
kompetitit  bisnis.  Hal ini adaluh
kemajuan dibandimgkan pads tahun 2003
ketika Indonesiz  hanya  mendudok
ranking 72 dalarn Kategori perkembangan
kompetitif  dan  peringkat 60 untuk
kompetitif  bisnis yang  menandii
kemajuan vang signifikan sejak Indonesia
bergabung dengan  orsanisasi  inipada
tghun 1996, Walsupun demikian  kiiz
udak dapel berbesar hatl karena masih
dila rmasitlah yvang MANEEATELL,
Penpamatan  Wold  Evoromtic Forsien
{WEF) menunjukkan masth  adanya
masalah  birokmasi vang  lidak  ehsien,
kebjjakan wvang dak konsisiem  dan
korupsi yang menjadi faktor penghambal

= Mhichoet ). Trehileock, and Rober
Flunwse, tip it bl sman 47,

= F.M Scherer. ComperisionPolicies for an
Frtegrpred World Feonomy, The Brookings
Institution, Washington DCL 1994, halaman 1.




meningkativa  kemampuan _lr1:.‘|-.1r||:_-:ia
bersaing di pasar internnsional.®

Indonesia mengenal budava vang
beroricntasi pada harmoni dnn
Echersumaan  dan persaingan pude
awalnya dianggap tidak sesusd dénean
budava yanp &Gda. Bersaing  dianikan
sebapal tindakan svang individualistis dan
berorfentasi pada kepentingan  sepihak
dengan melakukan berbapai cars untuk
mencapal  keuntungan  yang  sebesar
besarnya.*! Persaingan dalam dunia usaha
berurti upaya mendapatkan Keuniungan
dalam suatu mekanisme pasar.™ Dengan
kata lain makna persaingan  diartikan
sebagal berikut

A sitation, g marke! which
firms or sellers independently strive for
the patronage of huyers in order o
aciieve @ poarticuiar buasiness objsctive,
e.g profits, sales andior marker shave
Compelifion: in  this contextis  often
eguadedwith Fivalry. Competitive
rivalrybenween  firms con ocowy when
thare are two firms or mame firms, This
rivairy may take place in ferms of price,
guality, service or combinations of these
and other factors, which customers may
value, Compelition s viewed as an
important process by which firms are
Jorced to. become  efficient and  offer
greater choice of products and services at
fower prices., i pgives rise to fnereased
consumer  welfore  and  allpcarive
efficiency. It includes the concepr of
“dymamic  effictency’” by which firm
engage  in innovation  and  foster
technological change and progress.”™

Oleh karena akibatnya, maka
persaingan sering diasosiasikan dengan

2 Source, World Economic Forum, Glubal
Caomperitiveness Report, October, 2004,

* BRlack, Henry Campbell, Black Law
Dictionary. - Definition of the Trems and
Phraves  of American  amd  Fayiish
Jurispriudence, Anclent and Modern, St Paul.
Minnesota, West Publishing Co. 1990,
halaman 1494,

= Peter Asch, Industrial Organization and
Awnritrust Policy, John Willev& Sons  Ing,
Canade, 1983, halaman [3-14.

*  Glossary of IndustrialOrganization
Economics and Competition Law, el
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kapitalisme liberal dan pasar  bebas.

Bobert  Brek, pemikic dan  hakim
terthemuki vang  banvak  memberikan
bandasan  dalom  Hukinn  Persaipgan

mengatukan ©

"[I-’,J,r_-,: sfrcricled we wiseg e presenye
compention auvway? The answer iy
simsply that competition provides snefen
with the maximum oulpw that car be
aclieved ar wyy given lme with the
resowrces asx s command  Under a
compeitive regime, produciivé resourees
are combined and separated, shuffled and
reshuffled in search for greater profits
greater  efficiency.  Each

;.'r.'}.rfm.'.l'.h'g' FENORFCEN

.".l-ir'.'_':':.'lfg.rr
moves fo | that
emplavment, where the valwe &f s
margimal praoduct, and hence the return
patd o it is greatest Output s
maximized becavse there i mo possible
rearrangement of resources that could
incredse the value to comsumers of total
ortout,  Competition iy desirable,
thevejare, because it assists in achieving
praopercus society and permits individual
consumers to determing by their actions
what zpoods and services they want
maost.™

Konsekuensi logis dari  proses
persaingan adalabh adanya pihak vang
tersingkir dari pasar karena tidak mampu
bersaing. Dalam hal ini kaum populis
berpendapat masih  diperlukannva
pengaturan  serta repulasi  pemerintah
terhadap pasar.” Peran negara menjadi
penting karena akan terjadi re-defenisi
peran negara  dalam  perekonomian.®’
Terlebih lagi bila dihubungkan dengan
sistemn ekonomi vang berlaky selama ni
yang  berorientasi pada ckonomi

" Robert Bork and Ward 8, Bowman, Fhe
Crizis in Anritrust, Columbia Taw Review,
Volume 63, 1963, halaman 363-365.

™ lawrence A. Sullivan & Warren S.
Grmes, The Law of Antitrast An [ntegrated
Handbook, Wil Group, St Paul Minn, 2000,
halaman 10-16.

Bing Song. Competition Policy in
Transitional Economy: The Case of China
Stndford Journal of International Law,
valume 31, 1995, halaman 387,




kerakyatan.” Dengan demikian
persaingan tidak semati-maty  henya
merupakan perpindahan  kesejahteraan
(wealthtransferjtetapt harus melihat
adanya distribusi  kesejahteraan yang
febih adil pada rakyvat Sehingga
membertakukan sistem ekonomi pasar
vang pro persaingsn pun bokan berarti
secara mutlak memberlakukan persaigean
tanpa melihar akibainya keseluruhan.™

Persaingan sering dikonotasikan
negatif  yang  berkoleras)  demgan
mementingkan  kepentingan  sendiri
Walaupun pads kenyabiannva seormng
manisia, apakah dalam  kapasitasnys
sebagai individual maupun angzota suaiu
prganisasi, secara ekonmi fetap akan
berusaha mendapatkan keunfungan vang
st'bﬂ-:xr-hesam_',ra_]: Alfred  Marshal
seomang  ckonom  terkemuka sampai
mengusulkan  agar  istilah  persaingan
digantikan engan “ecomomic freedom”
[ kebebasan ekonomi) dalam
menggambarkan atau mendukung mjuan
positit dari proses pﬂﬁaingan." Oleh
scbab §tu penzertian Komipetisi atau
persgingan  dalam  ckonomi  diartikan
dalam  pengertian  vang  positl  dan
mdependen sczbagal jawaban lerhadap
upaya mencapai equilibrivm,™

Ramng dimengertinya
mekanisme ckonomi pasar dapat
menimbulkan  pandangan  tersendic

terhadap persaingan dengan angeapan

" Eleanor Fox, Egualivy, Diserimination
and Compatitice Leaw: Lexsamns from gand for
Spntle Afrien amd Indomerin, Hargard
ncernitiongl Law Journal, volume 41, 2000,
halaman 579.

" Robert H, Lande, Wealth Transfer as the
Origingl and Primacy Concern of dnifivust;
ihe fficiency  Inierprerafion  Challenged
[Tastineg Law Jourmal, Yolome 34, 1982
halaman 68-151.

" Avery, Wicner Rate opicit. halaman 4
&6

FRurke ersle Competition. tn Fheoy
aned Prociice, Routledee, Chapmean anad | il
loe. 1991, bilurnmn 3,25,

3 (ieorpe Stgler. Perfeer Comperition,
Historically Comtemplated. The Joumal of
Palitical Feoanomy, Volume 65 lssue 1,
February, 1957, hatamarn 1-3,

f
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bahwa peran  pemerintzsh  masih
dipetiukan wrriuk mengatumya,
Alexander Hamilion berpendapat bahwa
peran  pemerintah  diperiukan  untuk
memperbaiki dan meningkatkan kinerja
perckonomian. Pendapat ini  berbeda
dengan Thomas Jefferson vang justru
menghawatirkan ekonomi yang terfalu
dmtur oleh  pemerntah dikhawatirkan
akan  membatass  persaingan,  dan
liberalisme dipandang schagai  soatu
alternatif  terbaik ™  ‘Tetapi  akibat
liberalisme skonomi, kemudian lahirlah
beherapa pelaky ekonomi yang menjadi
besar dan mampus mengontrol  pasar,
sehinggs  mersunculkan kekhawatiran
baru lagi.” Kemudian lahir pandangan
populisme vang berorientasi  pada
pembatasan kekoatan ekonomi  vang
besar hanya pada selelompok orang saja
dan diyakini adanya kebutuhan akan
peraturan, pemerintah demi umiuk
melindung  kepentingan umum  dalam
bentuk regulasi ekonomi”

Kaum populis adalah penyvokong
sukses dalam paradipma bahwa dalam
gkonpmi pasar, bila ferdapat tanda-tanda
bahwa pasar ridak bekerja sempurng,
mika  pemerintali  dimina  unwk
bertindak.™ Alasan utama adalah demi
Kepentingan umum, dan salah saty tujuan
dari kaumn populis ini adalah mengawasi
agar tidak terjadi distorsi pasar vang
terjadi akibat praktik persaingan curang,
monopali dan berbagal problematik pasar
lainnya™

Terlepas dari berbagai
argummentissi mengenai fujuan persaingan
vang sehenamva  ataupan apakah
pemerintash  harus  herperan dalam
meregulasikan suatn pasar atao Hdak,
mika pasar vang kompettl® diangoap

" Ronald Coase. fhe Problem af Sexca!

Cenest, Jourmal of Low oid Foonemics 3,
1961

"B Thomas Sullivan & Jelfrer L
[tarrisom, {imdersionding Antitense ang i3
fCernomic {mpffcorians. Mathew  Remder &
Co liec, 1998, halpmun 3-5.

1: Ciiles Bur_gcss dr, opueit, Bk 3-4

" Aoy Wiener Katy, opocit.. halaman 40,

" Giles Burgesy. op.cit., halaman 10.




sebagal suale  pilihan wrbaik  dalam
ckonomi, Kapena alasan alokasi sumber
ditvn yvang seimbang dengan
hoscpahierzan Konsumen.  menimbalkan
fisiens clan meminimalisasi
ving salzh dar
Tempat A
Disamping it denpan
adanva undang-undang Hukum
Persaingan maka twjesn wvang ingin
dicepai bukan hanya lerfokus peda
efisiensi tetapi juga sampal pads proses
ammupun eksistensl dari persaingan i
sendiri, sehingza keuntunzannya akan
dimikmitt  oleh  masvarakat  seesm
keneluruhan. ™

Pokok perbedaun utama datam
pandangan mereka adakih bilamana
saatnya regulasi pemerintah  tersehon
diperiukan? Misalnva dalam  keadasn
timbulnye monopoli  bukan  Karena
kemampuan efisiensi, maka pandangan
Chicago School menzatakan bahwa hal
ini tdak akan berlangsung lama karena
miekanisme  puasar akan  menvesuaikan,
mengalur  serla  beradaptasi  dengan
sendirinya,. Schaliknyva Hurvard Schoal
menganggap  bahwa  hal  ini dapal
berlangsung lama, schinges dibutuhkan
campur langan  pemennzh | melalol
regulasi untuk memperbaikinya.
Demikian jugs bila terdapal pelaku pasar
vang mamjadi  monopolis  karena
kounggulan dan kemampuannya, maka
penganut Chicago School menyarankan
uriuk membiarkannya karena kondisi itu
didapat oleh karena keunggulan mereka,
sementara [larvard School menyatakan
bahwa ukuran terhadap mercka harus
diperlakukan sama dengan dugaan bahwa
mercka melakukan monopoli vang ilegal
ataupun perilaku curang lainnyva,

pendistribustan
kesejahieraan

g iy A0
sehenammyia.

hepada

“'Harlan M. Blake & William K Jones, In
Dejence of Antiirust, Columbia Law Review,
Volume 65, Manch 1965, Wo.d, halaman 381,

* Rober H, Lande, Proving The Obvious:
The Anmifrust Lows Were Passed to Protect
Constmers Not Just To Increave Efficiency),
50 Hasting Law Joumal, April 1999, halanan
G59-967,

* Ibid.
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Untuk Hulsh peran pemerintah
sejak awal dalam repulasi menentukan
proses ekonomi dan alokasi sumber dava
vang dipergumakan Peran pemierintah ind
dapar dilskukan melalul regulasi vang
sifarnya mengatur pasar dan diberlakukan
secara umum kepads pelako pasar, Dalam
hal 1mi ekonom A.C. Pigou menvarankan
keterlibatan peran pemennizh  untak
menefralisir Kondisi vang demikian dan
sekalipus  meningkatkan  kesejahieraan
umum (welfare economics),” Bahkan
buksn hanya itu saja, peran pemerintah
sangat diperlukan dalam mengatur non-
market - social- goods, eontohnye: udars
bersih, pembuangan limbah vang disebho
dengan externalities. "’

Pilihan tentang campur tangan
pemerintah sast ini selalu menjadi pro
dan komtra. Pihak wang pro  dengan
ekonomi pasar beranggapan  hahwa
campur tangan yang sifatnya
desentralisasi akan  lebih  efisien
dibandingkan dengan ekonomi wang
sentralistis, Sementara  yang  seluju
dengan  campur  tangan  pemerintah
(public fnrervention) berpendapat bahwa
tidak ada orang yang mau menyerahkan
kepada pasar unfuk  menentukan’
memuiuskan seluroh kepiatan ekonomi.
Dalam konteks pilihan ini maka
Indonesia memifih untuk mengizinkan
intervensi pemeriniah untuk menghindari
kegagalan pasar (marke! failure) akibat
kebebasan ekonomi pasar. Pilihan yang
paling tepat sehenamya bukan
dihadapkan pada Kedua pilihan hitam dan
putih tetapi lebih mencari pada kombinasi
antara ekonomi pasar dan ckonomi vang
diatur oleh pemerintah vang  sesual
dengan kepentingan amum. Dalam sistem
perckonomian  dengan model  apapun
mika yang lerpenting adalah bagaimana
distribusi dapat dijalankan dengan adil
dan merata **

® AC. Pigou, The Fcowomics of
Welfare A™ edition, Mac Milan, London, 1932
E.Thomas Sullivan & Jeffrey L.
Hammison, op.cit.; halaman 175-176.
= Kadariah, Teori Ekongmi
Maokro Lembapas  Penerbit  FakulasFkonomi




Bengan LTETlegrEsiny 2
perckonomian dumia dalam WTO dan

pergerakan kearah fiberalisasi  ckonomi
pasar Ichih tinggi, maka isumcngonal
masalah  eofisienss dan pombagian

keuntunean menjadi penting karena -:Jn.pa.t
herakibat secars poliik dun sodial *
Adalah  kewsjiban  nesara untuk
menjamin stabilitas ekonomi, tersedianya
kesempatan kerja, tersedianya barang dan
jasa vang berkualitas dan distibusi yang
menjangkau dan merats bagi masyarakat.
Ada korclasi yang signifikan antara
kebebasan ekonomi dan  permumbuhan
ckonomi sehingga dinamisme ckonomi
aiian dipengaruhi oleh bagaimana negara
mengelolanya dengan baik melalui sistem
gkonomi yang paling w\um denigan
kondisi negara terscbut”  Unmk
mentahami bagaimana Indonesia
menvikapi interaksinya dalam persaingan
global maka kita perlu memahami lebih
dalam tentang penerapan ckonomi yang
cenderung  pada  ckouomi pasar.’
Sekarang proteksionisme dianggap scgal
cara usang unwk rm,lmduxm industri
vang tidak }.frmpcuu['

LIE KESIMPULAN

Adz beberapa hal yang perlu
ditegaskan sebagai berikul :

. Saat ini setiap negara menerapkan
berbagal rupa sistem ekonomi yang
cenderung liberal dan mengadopsi
ckonomi pasar. Sistem ekonomi pasar
vang ada saal ini temyata tidak

Universitas Indoncsia, 1994, halaman 201-
203,

4 Mobammad Sadli dalam Mari Pangestu
et.al., op.cit,, halaman 20-3 1.

* Otto GraFLambsdorfT, Kebebasan —Obar
Paling Mujarah Melawan Kemiskingn Seri
Makalah Berkala, Libkrales Intitute Friedrich
Maumann Foundation, 2004,

#¥ Hall Hill. Pesatnya Industrialisasi di
AREAN: Beberapa Hikmah Analifis  dan
Kehifakan, dalam Mari Pangestu eLal., op.cit.,
halaman 72-73.

“ Rongl Wu dan Ching Ming Lin,
Kebljokan Persaingan dan Liberalisasi
Perdapangan  dalam  Mari Pangestu etal
ap.cil, halamsn 319,
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mutlak liberal fctapr mengizinkan
peran negara dengan Tingkat yang
berbeda-beda. Indonesia menerapkan
hal imi dengan mengizinkan  peran
pemerintah yang bertujuan
menghordinasikan  upaya  ckanomi
yang individual dan' vang bersama
untuk  mencapai  tujusn  bersama
{unified social purpose),

Scbagal negara vang berdaulat
dan berpartisipasi aktif dalam pasar
persaingan internasional maka Indonesia
telash memilih untuk ikl terjun dalam
pasar persaingan. Sikap ini dibuktikan
dengan mempersiapkon kebijakan
persaingan (competition  policy) yang
lebih jelas dan pro  investasy  Lerid
memberlakukan  penegakan  Hukum
Persaingan melalul UL No. 5/1999
melalui Komosi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPL)., Kehijakan persaingan
vang ditetapkan olch pemerintah vang
sckarang  tentu  discsuatkan  dengan
kondisi dan perckonomian [ndonssia saat
ini serta aturan rule of law yang berlak
dalam pasar persaingan  internasional.
Sistem  ckonomi  Indomesia  yang
berorientasi kerakyatan adalab suatu oin
khas vang sudah kita kenal dan teruji
scjak lama  Walaupun ada perubahan
pandangan ke arah yang lcbih liberal
tetapi  kita tidak pemah melupakan
bagaimana para pendiri ncgara (founding
fathers) seperti Mohammad Hatla sebagai
pendukung utama ekonomi kerskyatan
memesankan  bahwa  sistem  ekonomi
bagaimanapun yang kita edopsi maka
ekonomi Pancasila akan tetap menjadi
norma dasar (grund morm) ekonomi
[ndonesia.

2, Sebagaimana telah diindikasikan olch
Keynes pada perdebatan mengenai
sistem ekonomi maka permasalahan
vang menjadi fokus berkuinya
adalah bagaimana distnbusi  dan
kesejahteraan dapat dibagikan dengan
baik schingea citacita
negarakescjahteraan (welfare state)
dapat tercapai. Capaian lebih finggi
dari sckedar kemakmuran
sebgaimana cita-cita dalam ncgara
kesejahtcraan adalah  kemampuan
melakukan  distribusi  keadilan




(distribulive _,"u.\'nL'e‘_}.'"ﬂ Cengan
demkian kekhawatitan  mengenia
kemungkinan timbulnyva.  masalah
second  order  odiustment vaitu
dampak wigs akibar  edadings
ekonomi vang lebin libeml dan pro
pasar sebagal kansekiensi
memberiakukan  pililen chononi
pasar dapal leratash, Indonesia tefah
misnetapkan pilihan vailu keputusan
untuk masuk dalam ekonomi pasar
dan persaingan global tetapi dengan
kesadaran bahwa sistemt  skonomi
kerakyatan yang berlandaskan
Pancasila akan telap masih menjad
acwan dan  pedoman  berbegal
kebijakan vang dilakukan. Ditengah
pasar persaingan internasioial yang
kompetitif, semoga rakvat [ndonesia
mampu  mencapai  kesejahteraan
sesual dengan cita-cita tujuan negara
dan  konstitusi  dengan  tetap
memegang leguh  prinsip  vang
berorientasi pada dasar negura kia
yaim Pancasila.
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